
N
 

D
 

JQ
 



4 Jangka Waktu 

Penyelesaian 
a. Penelitian terhadap materi PP dilakukan paling lama 6 (enam) 

hari kerja 
b. Proses penerbitan surat keputusan pengesahan PP dilakukan

dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak dokumen dan 

materi telah memenuhi peryaratan. 

Biaya Tidak dipungut biaya 

Produk Pelayanan Keputusan Pengesahan PP 
Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

6 

Ruang tamu ber AC, meja, kursi 

b. Komputer dengan akses internet 

7 

C. Printer 

d. Pesawat Telepon 

a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Tata cara 

Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) 
b. sDM yang memiliki keterampilan dan telah dilatih untuk 

menyampaikan informasi tentang Hubungan Industrial secara 
lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada 

pihak yang memerlukan pelayanan pengesahan PP 
a. Supervisi atasan langsung. 

Dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat. 

8 Kompetensi 
Pelaksana 

9 Pengawasan 
Internal b. 

Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan. 
a. Email disnakeresdm.provbali19 @gmail.com 
b. Facebook Disnakeresdm Bali 

C. 
10 Penangan 

Pengaduan, saran 

dan masukan Kontak Pengaduan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber 

Daya Mineral Provinsi Bali 
d Website Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya 

Mineral Provinsi Bali https: ldisnakeresdm.baliprov.go.id 
Jumlah Pelaksana Setiap pelayanan pengesahan PP diberikan ke 1 (satu) orang mediator 

yang diberikan secara bergilir kepada 5 (lima) orang mediator pada 

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 
Pelayanan Pengesahan PP dilakukan secara lengkap, terbuka, dan 

11 

12 Jaminan 

Pelayanan 
Jaminan kemanan Pelayanan Pengesahan PP yang sesuai dengan Tata Carta Pembuatan 

dapat dipertanggungjawabkan. 
13 

dan keselamatan dan Pengesahan PP yang diatur pada Permenaker Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan 

Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja 

Bersama 
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali 

dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk 

menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. 

pelayanan 

14 Evaluasi Kinerja 

Pelaksana 

Denpasar, 14 Juni 2021 

Pimpinan Penyelenggaran Pelayanan, 
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial 

dan Pengawasan Ketenagakerjaan 

1 























https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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5 LAMPIRAN II 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI  
NOMOR 45 TAHUN 2019 

TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU 
PINTU PROVINSI BALI 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 
 

 
BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA 

 
1. Pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 

 

Jenis Pelayanan 

Perizinan dan 
Nonperizinan 

 

Pemberi 
Pertimbangan 

Dasar Hukum 
Standar 

Biaya(Rp) 

 

Waktu (hari kerja) 
 

1 2 3 4 5 

Izin Pendirian 

Kantor Cabang 
Perusahaan 
Penempatan 

Pekerja Migran 
Indonesia (P3MI). 

Dinas Tenaga Kerja 

dan Energi Sumber 
Daya Mineral 
Provinsi Bali. 

1. Undang – Undang Nomor 18          

Tahun 2017 tentang Pelindungan 
Pekerja Migran Indonesia; 

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata 
Cara Pemberian Izin Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran 
Indonesia. 

 

Rp. 0,- (tidak 

dikenakan 
biaya). 

5 (lima) hari kerja 

sejak surat 
permohonan dan 
berkas persyaratan 

diterima lengkap dan 
benar. 
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Persyaratan : 
1. Permohonan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) melalui OSS; 

2. Izin Kantor Cabang P3MI berdasarkan komitmen yang diterbitkan oleh OSS; 
3. Foto Copy Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) yang masih berlaku; 

4. Surat Permohonan dari penanggung jawab diatas kertas bermaterai cukup; 
5. Struktur Organisasi Kantor Cabang P3MI; 

6. Surat Keputusan Penaggung Jawab P3MI tentang Pengangkatan dan Penempatan Kepala Cabang P3MI dan Karyawan; 
7. Surat Kepemilikan atau Perjanjian sewa/kontrak/kerja sama yang membuktikan penguasaan sarana dan prasarana Kantor     

Cabang P3MI; 

8. Fotocopy identitas ( KTP) Kepala Cabang; 
9. Pasfoto Kepala Cabang berwarna ukuran 4x6 Cm;  

10. Hasil Pengecekan di Lapangan. 
 

 
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan 

seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 
2. Penerimaan dokumen permohonan 

a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan 
terhadap: 

 Kelengkapan dokumen permohonan 
 Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 

b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, 
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk 
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. 

c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala 
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan 

dokumen permohonan. 
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3. Verifikasi dokumen permohonan 

a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 
 Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 

 Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan. 
 Mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali. 

b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali mendisposisikan Kepada Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja 

dan Transmigrasi untuk melakukan pengecekan lapangan 
c. Setelah pengecekan lapangan Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali mengeluarkan Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).  
4. Pencetakan izin 

a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. 
b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin 

dengan permohonan. 

c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di 
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang 

5. Verifikasi dan penandatangan izin 
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap 

perizinan/nonperizinan yang di cetak 
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf 

pada lembar izin 

c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 
6. Penyerahan dan pendistribusian izin 

a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah 
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. 

Bukti penyerahan izin didokumentasikan 
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 
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2. Ijin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). 

 

Jenis 
Pelayanan 

Perizinan dan 
Nonperizinan 

 
Pemberi 

Pertimbangan 
Dasar Hukum 

Standar 

Biaya(Rp) 

 
Waktu (hari 

kerja) 
 

Surat Izin 
Pendirian 

Lembaga 
Penempatan 

Tenaga Kerja 
Swasta (LPTKS) 

Dinas Tenaga 
Kerja dan 

Energi 
Sumber Daya 

Mineral 
Provinsi Bali 

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor 
Ketenagakerjaan; 

2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 
tentang Penempatan Tenaga Kerja.  

 

Rp. 0,- 
(tidak 

dikenakan 
biaya). 

5 (lima) hari 
kerja sejak 

surat 
permohonan 

dan berkas 
persyaratan 

diterima 
lengkap dan 
benar. 

 

Persyaratan : 
1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu; 
2. Copy Surat Keterangan domisili perusahaan; 

3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak; 
4. Copy bukti wajib lapor ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 yang masih berlaku; 
5. Copy Anggaran Dasar yang memuat kegiatan yang bergerak di bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja; 

6. Copy Sertifikat hak kepemilikan tanah berikut bangunan kantor atau perjanjian kontrak minimal 5 tahun yang 
dikuatkan dengan akte notaris; 

7. Bagan Struktur Organisasi dan personil; 
8. Rencana Kerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja minimal 1 tahun; 

9. Copy  Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan.  
10. Pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 4 x 6 berwarna 3 (tiga) lembar. 
11. Copy Rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai dengan 

domisili perusahaan. 
12. Hasil Pengecekan di lapangan oleh Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali. 
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Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 
 

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan 
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 

2. Penerimaan dokumen permohonan 
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan 

terhadap: 

 Kelengkapan dokumen permohonan 
 Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 

b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, 
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk 

ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. 
c.  Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala 

Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan 
dokumen permohonan. 
 

3. Verifikasi dokumen permohonan 
a. Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 

 Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 
 Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 

 Mengajukan Permohonan Rekomendasi Teknis ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali. 
b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali mendisposisikan Kepada Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja 

dan Transmigrasi untuk melakukan pengecekan lapangan 

c. Setelah pengecekan lapangan Kadisnaker dan ESDM Provinsi Bali mengeluarkan Rekomendasi Ijin Pendirian Lembaga 
Penempatan Tenaga Kerja Swsta (LPKS).  
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4. Pencetakan izin 
a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. 

b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin 
dengan permohonan. 

c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di 
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang 

5. Verifikasi dan penandatangan izin 
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap 

perizinan/nonperizinanyang di cetak 

b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 5.3. dengan membubuhkan paraf 
pada lembar izin 

c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 
6. Penyerahan dan pendistribusian izin 

a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah 
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. 
Bukti penyerahan izin didokumentasikan 

b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 
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3. Standar Operasional Prosedur Berita Acara Pemeriksaaan Fisik bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT – B2) 

 

Jenis Pelayanan 
Perizinan dan 

Nonperizinan 

 
Pemberi 

Pertimbangan 

Dasar Hukum 
Standar 

Biaya(Rp) 

 
Waktu (hari kerja) 

s 

Menerbitkan 

Berita Acara 
Pemeriksaan 

Fisik 

Tim Pemeriksa 

Provinsi yang 
dibentuk oleh 

Dinas 
Perdagangan 

dan 
Perindustiran 

1. Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2014 Tentang  

Perdagangan; 
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang 
Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan 

Berbahaya 
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia 

Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 Tanggal 14 

Oktober 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-

DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi 
dan Pengawasan Bahan Berbahaya 

4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 
Tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan 

Bahan Berbahaya 
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2018 

Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. 

Rp. 0,- 

(tidak 
dikenakan 

biaya). 

5 (lima) hari kerja 

sejak surat 
permohonan dan 

berkas 
persyaratan 

diterima secara 
lengkap dan 
benar. 

 
Persyaratan : 

1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Bali; 
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2. Perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer atau Persekutuan Firma; 
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) diperoleh dengan mengakses OSS 

4. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Fisik (BAP) dikeluarkan oleh Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan ke 
perusahaan B2. 

5. Surat penunjukan dari P-B2/Perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U 
6. Surat Pernyataan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2 dibuktikan dengan 

ijasah.  
 

Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan 
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 

2. Penerimaan dokumen permohonan 
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan 

terhadap: 
7. Kelengkapan dokumen permohonan 

8. Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, 

maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk 

ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. 
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala 

Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan 
dokumen permohonan. 

3. Verifikasi dokumen permohonan 
Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 

9. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 

10. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 
4. Pengecekan ke sarana distribusi B2 pemohon DT-B2, Tim pemeriksaan distribusi melakukan pemeriksaan  

a. Tempat penyimpanan; 
b. Fasilitas pengemasan ulang (repacking);dan 

c. Alat transportasi. 
Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Gubernur yang anggotanya terdiri dari unsur dinas provinsi yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawas obat dan makanan, lingkungan hidup. 

5. Hasil pengecekan, Tim Pemeriksaan sarana distribusi B2 menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik. 
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6. Verifikasi Berita Acara Pemeriksaan Fisik 
a  Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap 

Berita Acara Pemeriksaan Fisik; 
b.  Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran dan kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Fisik dengan membubuhkan paraf  

pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik; dan  
c.  Pejabat penandatanganan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang sudah di verifikasi dan di bubuhi tanda  

tangan. 

7. Penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Fisik  
a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap Berita Acara 

Pemeriksaan Fisik yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak 
pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan Berita Acara Pemeriksaan Fisik didokumentasikan; dan  

b. Pengambilan Berita Acara Pemeriksaan Fisik hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh  
pemohon. 

 

 
4. Standar Operasional Prosedur Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) bagi Pengecer Terdaftar Bahan 

Berbahaya (PT – B2) 
 

Jenis Pelayanan 

Perizinan dan 
Nonperizinan 

 

Pemberi 
Pertimbangan 

Dasar Hukum 
Standar 

Biaya(Rp) 

 

Waktu (hari kerja) 
 

Surat Izin Usaha 
Perdagangan 

Bahan 
Berbahaya (SIUP 

– B2) bagi 
Pengecer 
Terdaftar Bahan 

Berbahaya (PT – 
B2) 

Dinas 
Perdagangan 

dan 
Perindustrian 

Provinsi (Tim 
Teknis) 

1. Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2014 
Tentang  Perdagangan; 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 

Tentang Pengadaan, Distribusi dan 
Pengawasan Bahan Berbahaya. 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 75/M-
DAG/PER/10/2014 Tanggal 14 Oktober 

2014 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Rp. 0,- (tidak 
dikenakan 

biaya). 

5 (lima) hari kerja 
sejak surat 

permohonan dan 
berkas persyaratan 

diterima secara 
lengkap dan benar. 
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Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang 
Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan 

Bahan Berbahaya 
4. Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang 
Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan 

Bahan Berbahaya 
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 

2018 Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu. 

 
Persyaratan : 

1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Bali; 

2. Perusahaan berbentuk badan usaha; 
3. NIB (Nomor Induk Berusaha) diperoleh dengan mengakses OSS; 

4. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota; 
5. Surat Penunjukan dari DT-B2; dan 
6. Surat Keterangan memiliki sistem tanggap darurat dan Tenaga Ahli di bidang pengelolaan B2 

 
Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 

1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan 
seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 

2. Penerimaan dokumen permohonan 
a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan 

terhadap: 
11. Kelengkapan dokumen permohonan 
12. Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 
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b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, 
maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk 

ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. 
c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala 

Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan 
dokumen permohonan. 

3. Verifikasi dokumen permohonan 
Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 

13. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 
14. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 
4. Pengecekan ke fasilitas penyimpanan pemohon PT-B2, Tim pemeriksa fasilitas penyimpanan melakukan pemeriksaan tempat 

penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup.  
Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota yang anggotanya terdiri dari unsur dinas 

Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawas obat 
dan makanan, lingkungan hidup. 

5. Hasil pengecekan Tim Pemeriksaan fasilitas penyimpanan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik. 
6. Verifikasi Berita Acara Pemeriksaan Fisik 

a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap  

Berita Acara Pemeriksaan Fisik; 
b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran dan kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Fisik dengan membubuhkan paraf 

pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik; dan 
c. Pejabat penandatanganan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang sudah di verifikasi dan di bubuhi tanda 

tangan. 
7. Pencetakan izin 

a. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing – masing jenis izin. 

b. Petugas pencetakan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan, dan kesesuaian data izin 
dengan permohonan. 

c. Petugas pencetakan dapat mencetak konsep izin terlebih dahulu untuk di periksa kebenaran data izin tersebut dan di 
paraf oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang 

8. Verifikasi dan penandatangan izin 
a. Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap 

perizinan/nonperizinanyang di cetak 

b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian dengan membubuhkan paraf pada lembar izin 



[12] 
 

c. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah di verifikasi dan di bubuhi paraf 
 

 
9. Penyerahan dan pendistribusian izin 

a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah 
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. 

Bukti penyerahan izin didokumentasikan 
b. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon 
 

5. Standar Operasional Prosedur Kantor Cabang Perusahaan yang dimiliki oleh IT-B2 atau DT-B2  
 

Jenis Pelayanan 

Perizinan dan 
Nonperizinan 

 

Pemberi 
Pertimbangan 

Dasar Hukum 
Standar 

Biaya(Rp) 

 

Waktu (hari kerja) 
 

Membubuhkan 
tanda tangan 

dan stempel 
pada Surat Izin 

Usaha 
Perdagangan 

Bahan 
Berbahaya (SIUP 
– B2) bagi Kantor 

Cabang 
Perusahaan yang 

dimiliki oleh IT-
B2 atau DT-B2 

Dinas 
Perdagangan 

dan 
Perindustrian 

Provinsi 

1. Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2014 
Tentang  Perdagangan; 

2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 

Tentang Pengadaan, Distribusi dan 
Pengawasan Bahan Berbahaya 

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik 
Indonesia Nomor 75/M-
DAG/PER/10/2014 Tanggal 14 Oktober 

2014 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang 
Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan 

Bahan Berbahaya  
4.   

Peraturan Menteri Perdagangan 

Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 
2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 

Rp. 0,- (tidak 
dikenakan 

biaya). 

5 (lima) hari kerja 
sejak surat 

permohonan dan 
berkas persyaratan 

diterima secara 
lengkap dan benar. 
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44/M-DAG/PER/9/2009 Tentang 
Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan 
Bahan Berbahaya 

5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 
2018 Tentang  Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. 

 
 
Persyaratan : 

1. Mengajukan surat permohonan Kepada Gubernur Bali C.q. Kepala Dinas  Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Provinsi Bali; 

2. Memiliki TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP; 
3. Memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2 

4. Memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (repacking), 
dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan 
dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi setempat; dan 

5. SIUP DT-B2. 
 

Prosedur/Tata Cara Proses Perizinan dan Nonperizinan 
1. Pemohon mengajukan permohonan perizinan/nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Bali dengan melampirkan 

seluruh dokumen persyaratan yang telah ditentukan. 
2. Penerimaan dokumen permohonan 

a. Petugas penerima dokumen permohonan (front office), mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan 

terhadap: 
15. Kelengkapan dokumen permohonan 

16. Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 
b. Hasil pengecekan dicatat dalam check list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, 

maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak pemohon yang bersangkutan untuk 
ditindaklanjuti dengan “pengembalian dokumen ke pemohon”. 

c. Permohonan yang sudah lengkap dan benar disampaikan kepada bidang perizinan (back office). Selanjutnya,Kepala 
Bidang bertanggung jawab terhadap proses perizinan/nonperizinan untuk melakukan verifikasi dan pemrosesan 
dokumen permohonan. 

3. Verifikasi dokumen permohonan 
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Bidang Perizinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan: 
17. Pemeriksaan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan 

18. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan 
4. Pengecekan ke sarana distribusi B2 pemohon DT-B2, Tim pemeriksaan distribusi Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan  

a. Tempat penyimpanan; 
b. Fasilitas pengemasan ulang (repacking);dan 

c. Alat transportasi. 
Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Gubernur yang anggotanya terdiri dari unsur dinas provinsi yang tugas dan tanggung 
jawabnya di bidang industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawas obat dan makanan, lingkungan hidup. 

5. Hasil pengecekan, Tim Pemeriksaan sarana distribusi B2 Kabupaten/Kota mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik. 
6. Verifikasi fotokopi penetapan sebagai IT-B2 dan SIUP DT-B2 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik 

a.  Kepala Seksi dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab terhadap perizinan/nonperizinan melakukan verifikasi terhadap 
fotokopi penetapan sebagai IT-B2 dan SIUP DT-B2, dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik;  

b. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran dan kesesuaian fotokopi penetapan sebagai IT-B2 dan SIUP DT-B2, dan Berita 
Acara Pemeriksaan Fisik dengan membubuhkan paraf pada SIUP DT-B2 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik;dan  

c. Pejabat penandatanganan menandatangani dan mencap stempel pada halaman depan fotokopi penetapan sebagai IT-B2 

dan SIUP DT-B2 dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang sudah di verifikasi dan di bubuhi tanda tangan. 
     7.  Penyerahan fotokopi penetapan sebagai IT-B2 dan SIUP DT-B2, dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik 

a. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah 
ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak pemohon untuk segera diambil. 

Bukti penyerahan didokumentasikan;dan 
b.  Pengambilan hanya dapat dilakukan oleh pemohon atau pihak yang diberi kuasa oleh pemohon. 
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